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1BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah
Realitas sosial menunjukkan kesan diskriminatif terhadap perempuan,
seperti perempuan tidak boleh jadi imam dalam shalat, tidak boleh jadi pemimpin
di ranah publik, jatah warisan hanya setengah dari bagian laki-laki, tidak boleh
memiliki pasangan lebih dari satu, anggapan penciptaan wanita dari tulang rusuk
laki-laki dan masih banyak isu-isu ataupun klaim terhadap perempuan yang
terkesan sangat diskriminatif, termasuk adanya doktrin bahwa kekuatan kesaksian
perempuan separoh dari laki-laki,
Bergulirnya wacana jender (Inggris: gender) akhir-akhir ini, direspon
dengan beragam oleh masyarakat Indonesia, bahkan dunia. Ada yang merespon
secara positif tanpa prasangka, namun ada pula yang meresponnya dengan nada
curiga dan mentah-mentah menolaknya, apalagi kalau digunakan untuk
mengenalisa teks-teks dan pemahaman keagamaan yang selama ini dianggap
mapan dan sakral. Dan di luar dua sikap ini, terdapat sikap kritis yang tidak hanya
menerima, tetapi juga tidak menolak. Berbagai sikap itu wajar muncul, karena isu-
isu dan wacana jender bergulir tidak genuine dari tradisi kita.1
Sepintas, persoalan jender dan seksualitas tidak terkait dengan Islam.
Namun, Islam sangat sarat dengan pesan moral yang berhubungan dengan jender
dan seksualitas. Dengan bahasa yang santun, al-Qur’an menyebutkan:
1 Waryono, “Perempuan Tertindas; Kajian Hadis-hadis Misoginis” dalam Hamim Ilyas
(ed), Perempuan Tertindas?, (Yogyakarta: Elsaq Press, 2003), hal. 67.
2........

.......
Artinya:
Sesungguhnya Aku tidak menyia-nyiakan amal orang yang beramal di
antara kamu, baik laki-laki maupun perempuan. (QS. Ali Imran [3]: 195).
........
.......
Artinya:
Mereka (isteri) adalah pakaian (pelindung) bagi kamu (suami), dan kamu
adalah pakaian bagi mereka. (QS. Al-Baqarah [2]: 187).
Menurut al-Qur’an, wanita dan laki-laki memiliki spiritual human yang
sama. Dalam hal kewajiban moral-spiritual beribadah kepada Sang Pencipta, al-
Qur’an menekankan bahwa tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan.
Al-Qur’an menyebutkan bahwa siapapun yang berbuat baik laki-laki atau
perempuan, Allah Swt akan memberikan pahala yang setimpal.2
Secara ideal, Islam membuka kesempatan dan peran yang sama bagi laki-
laki dan perempuan untuk berprestasi dalam berbagai bidang lapangan
kehidupan.3 Karena itu, ketika al-Qur’an menyatakan bahwa manusia ideal adalah
individu yang bertakwa,4 maka pernyataan itupun terbuka untuk laki-laki dan
perempuan.5
Islam yang rahmatan lil’alamin datang mendobrak tradisi patriarkhi bangsa
Arab, bahkan dapat dikatakan dengan cara yang revolusioner. Tradisi Arab ketika
2 M. Alinur, Kedudukan Wanita dalam Islam, (Bandung: Mizan, 2001), hal. 43
3 Lihat QS. Ali Imran [3]: 195, QS. Al-Nisa’: [4]: 124, QS. Al-Nahl [16] :97.
4 Lihat QS. Al-Hujurat [49]: 13.
5Nasarudin Umar, Argumen Kesetaraan Jender Perspektif al-Qur’an, (Jakarta:
Paramadina,1999), hal.247
3itu secara umum menempatkan perempuan hampir sama dengan hamba sahaya
dan harta benda. Mereka mengubur hidup-hidup bayi yang dilahirkan jika berjenis
kelamin perempuan, tidak memberi hak waris kepada perempuan, serta bisa
berpoligami dengan belasan isteri.6 Namun Islam datang mendobrak semua itu,
Islam mengecam penguburan bayi-bayi perempuan, membatasi poligami, dan
memberikan hak-hak waris kepada perempuan.
Dalam Islam, antara laki-laki dan perempuan adalah setara, yang
membedakan keduanya adalah siapa yang paling taqwa kepada Allah Swt.
Keduanya mutlak ada saling kecendrungan dan saling menentramkan. Dengan
adanya saling cenderung dan saling memberikan ketentraman tersebut, akan
tercipta sebuah kelangsungan hidup yang saling melengkapi antara satu dan yang
lain. Hal ini pula yang akan membantu manusia mencapai tujuan penciptannya,
yaitu beribadah kepada Allah. Dengan tujuan yang sama tersebut, lahirlah sebuah
kemitraan antara keduanya, dan kemitraan tersebut menjadi akar keserasian antara
laki-laki dan perempuan. Karena Allah menciptakan mereka sebagai mitra yang
serasi, yang diberi tanggung jawab untuk melestarikan jenis manusia dan
memelihara kehidupan. Keduanya bertanggung jawab mengelola alam semesta
beserta seluruh isinya.7
6 Lihat QS. Al-Nahal ayat 58-59 yang menggambarkan nilai perempuan dalam pandangan
orang-orang Arab ketika itu dengan pernyataan: “Dan apabila seseorang dari mereka diberi kabar
dengan (kelahiran) anak perempuan, hitamlah (merah padamlah) mukanya, dan dia sangat
marah. Ia menyembunyikan dirinya dari orang banyak, disebabkan buruknya berita yang
disampaikan kepadanya. Apakah dia akan memeliharanya dengan menanggung kehinaan ataukah
akan menguburkannya ke dalam tanah (hidup-hidup)? ketahuilah, Alangkah buruknya apa yang
mereka tetapkan itu”.
7 Muhammad Haikal Hakim, “Konsep Keserasian Jender dalam al-Qur’an”,artikel ini
diakses pada 16 April 2013 dari www.inpasonline.com.
4Selain persamaan kedudukan, secara potensi diakui pula bahwa tidak ada
perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Menurut Mahmud Syalthut dalam
bukunya al-Islam wa al-Thaqat al-Mua’ththalah- sebagaimana yang dikutip oleh
Ajat Sudrajat- bahwa tabiat kemanusiaan antara laki-laki dan perempuan dapat
dikatakan sama. Allah Swt menganugerahan kepada perempuan sebagaimana
menganugerahkan kepada laki-laki. Dianugerahkan kepada keduanya potensi dan
kemampuan.8
Asma Barlas9 mengatakan bahwa makna-makna patriarkhis10 dan misoginis
(Inggris: misogyny),11 yang diklaim berasal dari al-Qur’an merupakan buah dari
siapa, bagaimana, dan dan dalam konteks apa orang membaca al-Qur’an. Makna-
makna itu juga terkait erat dengan peran masyarakat penafsir dan negara dalam
membentuk pengetahuan dan otoritas keagamaan yang memungkinkan
diterapkannya pembacaan al-Qur’an yang patriarkhis dan misoginis pada dasarnya
bukan bersumber dari al-Qur’an, melainkan dari para penafsir.12
Akan tetapi, dalam realitas yang ada, baik dari al-Qur’an dan hadis Nabi
terkesan ada semacam pendikotomisasian antara laki-laki dan perempuan, dan ini
juga merupakan dalil mereka yang mengangungkan persamaan jender, dimulai
8 Ajat Sudrajat, Beberapa Persoalan Perempuan dalam Islam, (Jakarta: Azzam, 2007),
hal.17.
9 Asma Barlas adalah seorang intelektual Muslimah asal Pakistan yang kini tinggal di
Amerika. Pada 1983, ia harus meninggalkan Pakistan karena diusir oleh penguasa negara itu. Ia
kemudian melanjutkan studinya di Amerika Serikat hingga meriah gelar doktor dalam bidang
kajian internasional di Universitas Denver, Colorado.
10 Patriarkhi: Menguntungkan atau mengutamakan laki-laki.
11 Misoginis: memandang sebelah mata, menganggap remeh.
12 Asma Barlas, Believing Women in Islam, (London: Oxford University, 2003), hal. 132.
5dari perempuan tidak diperbolehkan mengimami shalat bagi makmum laki-laki,
kesaksian perempuan hanya setengah jika dibandingkan dengan laki-laki, tidak
boleh menjadi khatib, hanya memperoleh setengah hak waris jika dibandingkan
dengan laki-laki, sampai-sampai hadis melegitimasi bahwa penghuni neraka yang
terbanyak itu adalah dari golongan perempuan.
Dari beberapa contoh kecil ini, mengesankan seolah-olah ada diskriminasi
dalam syariat Islam, yang dilegitimasi oleh hadis-hadis yang terkesan misoginis.
Di antara fenomena pendikotomisasian tersebut adalah separohnya kekuatan
kesaksian perempuan atau tidak membolehkan perempuan untuk menjadi saksi
sama sama sekali.
Dalam permasalahan zakat fitrah yang berlaku adalah asas kesetaraan
universal, dengan ukuran zakat yang sama, baik bagi laki-laki maupun
perempuan. Yang menjadi pertanyaan, Apakah doktrin agama memang mengajar
seperti itu? Adakah unsur kesengajaan dan rekayasa pihak laki-laki dalam
membuat aturan-aturan untuk menjadikan perempuan selalu di bawah pengaruh
laki-laki? Apakah perbedaan biologis berimplikasi perbedaan peran dan
menjadikan laki-laki lebih terhormat dari perempuan? Benarkah perbedaan
sebagaimana dikemukakan di atas merupakan sesuatu yang given dan tidak bisa
dirubah, atau merupakan konstruksi sosial yang sesungguhnya bisa dirubah?
Banyak hal yang jarang diungkapkan ulama-ulama terdahulu atau bisa
dibilang hanya sedikit yang membahas tentang isu-isu tentang permasalahan
wanita, seperti peranan wanita, keutamaan wanita, persaksian wanita, dan
beragam hal tentang wanita. Dewasa ini gencarnya isu persamaan hak dan gender
6wanita baik yang Muslim maupun non Muslim sangat banyak mempengaruhi
dalam perjalanan sebuah bangsa, sehingga wanita dinilai berperan aktif dalam
memajukan bangsa. Penulis kali ini akan mengupas tentang kesaksian seorang
wanita Muslim dalam aspek keperdataan (pernikahan) untuk diakui dan
dipertanggungjawabkan kesaksiannya dalam berbagai hal, yang penulis kemas
dengan judul: Kompetensi Saksi Wanita dalam Pernikahan; Studi Komparasi
Perpektif Mazhab Hanafi dan Syafi’i.
Adapun urgensi diangkatnya masalah ini adalah; pertama, membuka
wawasan kita tentang adanya pendapat mazhab yang membolehkan perempuan
sebagai saksi dalam pernikahan, yang nota bene berbeda dengan mainstream yang
kita ketahui selama ini. Kedua, menjawab tuduhan kaum penggiat feminisme,
bahwa dalam mazhab internal Islam juga ada yang membolehkan saksi nikah dari
kalangan perempuan. Ketiga, sebagai kajian akademis terhadap Kompilasi Hukum
Islam (KHI)13 yang merupakan fiqih munakahat khas Indonesia, di mana hanya
menentukan laki-laki sebagai saksi dalam pernikahan.
B. Permasalahan
1. Identifikasi Masalah
Dalam teks kitab-kitab fiqih masalah persaksian dalam pengadilan
dituntut harus laki-laki kecuali untuk persaksian yang berkaitan dengan hak-
13 KHI adalah kumpulan hukum materil yang dihimpun dan diletakkan dalam suatu
dokumen yustisia atau buku sehingga dapat dijadikan pedoman bagi hakim di lingkungan Badan
Peradilan Agama sebagai hukum terapan dalam menyelesaikan perkara-perkara yang diajukan
kepadanya. KHI berlaku dengan terbitnya Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 tahun
1991, tanggal 10 Juni 1991, dimana Instruksi Presiden ini merupakan tindak lanjut dari terbitnya
Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama pada tanggal 29 Desember 1989.
7hak harta benda (huquq al-amwal). Jumhur fuqaha’ berpendapat bahwa untuk
saksi dalam jarimah zina disyaratkan harus laki-laki semuanya. Jumhur
fuqaha’ tidak menerima persaksian perempuan. Alasannya adalah bahwa al-
Qur’an menyatakan jumlah saksi dalam jarimah zina tidak kurang dari empat
orang, dan persaksian seorang laki-laki dapat mengimbangi persaksian dua
orang perempuan. Apabila empat orang saksi itu sebagiannya perempuan
maka tidak cukup empat orang, melainkan sekurang-kurangnya harus lima
orang, karena terdiri dari tiga laki-laki dan dua perempuan. Ini tentu saja
menyalahi ketentuan yang ada dalam nash.14 Seolah-olah eksistensi
perempuan tidak diakui dibandingkan dengan laki-laki. Walaupun ada
pendapat seperti menurut Imam Atha’ dan Imam Hammad, saksi dalam
jarimah zina boleh tiga orang laki-laki dan dua orang perempuan. Sedangkan
Ibnu Hazm membolehkan penggantian seorang laki-laki dengan dua orang
perempuan. Dengan demikian komposisi saksi itu boleh tiga orang laki-laki
ditambah dua orang perempuan, atau dua laki-laki dan empat perempuan,
atau delapan orang perempuan.15 Inilah salah satu mainstream yang digugat
14 Abu al-Walid Muhammad ibn Ahmad ibn Rusyd, Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-
Muqtashid, (Kairo: Mathba’ah Mustafa, 1409 H/ 1989 M), juz. 2, hal. 461. Alat bukti dan
pembuktian merupakan unsur penting di dalam pembuktian persidangan, karena hakim
menggunakannya sebagai bahan pertimbangan untuk memutus  perkara. Alat bukti adalah alat atau
upaya yang diajukan pihak berperkara yang digunakan hakim sebagai dasar dalam memutus
perkara. Dipandang dari segi pihak yang berperkara alat bukti adalah alat atau upaya yang
digunakan untuk meyakinkan hakim di muka sidang pengadilan. Sedangkan dilihat dari segi
pengadilan yang memeriksa perkara, alat bukti adalah alat atau upaya yang bisa digunakan hakim
untuk memutus perkara. Anshoruddin, Hukum Pembuktian Menurut Hukum Acara Islam dan
Hukum Positif, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), hal. 25. Dalam membuktikan tindak pidana
perzinaan dalam Islam, harus dengan saksi yang memiliki kompetensi, kualifikasi dan syarat-
syarat tertentu, baik syarat umum maupun syarat khusus. Di antara objek perbedaan pendapat di
kalangan ulama mazhab adalah apakah harus laki-laki atau boleh perempuan, apakah jumlahnya
harus empat, dan lain-lain, dengan segala argumentasi masing-masing.
15 Abu al-Walid Muhammad ibn Ahmad ibn Rusyd, Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-
Muqtashid, (Kairo: Mathba’ah Mustafa, 1409 H/ 1989 M), juz. 2, hal. 463.
8oleh aktivis gerakan perempuan adalah masalah saksi dalam Peradilan Islam,
yakni yang mendudukkan satu laki-laki disamakan dengan dua orang
perempuan.16
Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 25 dengan terang
disebutkan bahwa yang dapat menjadi saksi adalah laki-laki Muslim, adil,
aqil baligh, tidak terganggu ingatan, tidak tuna rungu atau tuli.17
Menurut pendapat Hasan al-Turabi, fiqih klasik menyebabkan
terjadinya kesenjangan antara teks dengan realitas masyarakat. Teks-teks
fiqih klasik seharusnya tidak diberlakukan lagi dalam realitas konkret saat ini,
tapi hanya dijadikan sebagai bacaan dan wacana saja.18
Inti permasalahan dari tema pembahasan penelitian ini adalah
perdebatan tentang kecakapan atau kompetensi perempuan dalam menjadi
saksi sebuah kejadian, lebih spesifiknya adalah dalam hal pernikahan.
2. Pembatasan Masalah
Dari sekian banyak permasalahan-permasalahan yang dituding sebagai
pendikotomisasian dalam syariat antara laki-laki dan perempuan, maka
penelitian ini dibatasi pada kedudukan perempuan sebagai saksi dalam
pernikahan. Selain itu juga dibatasi dengan komparasi pendapat Hanafiyyah
16 Asma Barlas, Believing Women in Islam, (London: Oxford University, 2003), hal. 92-
112.
17 Tim, Kompilasi Hukum Islam, (Jakarta: Pustaka Yudisia, 2006), hal 32.
18 Hasan al-Turabi, Tajdid Ushl al-Fiqh al-Islami, (Kharthoum: Maktabah Dar al-Fikr,
1400 H/ 1980 M), hal. 37.
9dan Syafi’iyyah saja. Lebih spesifiknya untuk mengetahui apa yang menjadi
alasan masing-masing mazhab ini tentang kesaksian wanita dalam
pernikahan.
3. Perumusan Masalah
Berdasarkan pembatasan masalah yang ada, pembahasan yang akan
dilakukan dalam penelitian ini dirumuskan dalam pertanyaan sebagai berikut:
a. Bagaimana kedudukan keberadaan saksi dalam pernikahan menurut
mazhab Hanafi dan Syafi’i?
b. Bagaimana kedudukan kesaksian wanita dalam pernikahan menurut
mazhab Hanafi dan Syafi’i?
c. Pendapat mana yang lebih kuat (rajih) di antara kedua pendapat
tersebut?
C. Penegasan Istilah
Untuk menghindari kesalahpahaman dalam judul di atas, maka penulis
kiranya merasa perlu memberikan penjelasan mengenai istilah-istilah yang
terdapat dalam judul ini, sebagai berikut:
1. Saksi
Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia pengertian saksi adalah “orang yg
melihat atau mengetahui sendiri suatu peristiwa (kejadian)”19 Secara
terminologi saksi menurut Sayyid Sabiq adalah orang yang membawa
19 Tim Redaksi Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Kamus Besar Bahasa Indonesia,
(Jakarta Balai Pustaka, 1990), hal. 965
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kesaksian dan menyampaikannya, karena dia menyaksikan apa yang tidak
diketahui orang lain.20
2. Studi
Studi adalah pelajaran, penggunaan waktu dan fikiran untuk memperoleh
ilmu pengetahuan, penyelidikan.21
3. Komparasi
Komparasi berarti “perbandingan.”22 Membandingkan secara frontal antara
sesuatu dengan sesuatu yang lain. Dalam hal ini penulis akan
membandingkan pendapat mazhab Hanafi dengan mazhab Syafi’i tentang
kedudukan kesaksian wanita dalam pernikahan.
4. Mazhab
Menurut bahasa “mazhab” berasal dari shighah mashdar mimi (kata sifat)
dan isim makan (kata yang menunjukkan tempat) yang diambil dari fi’il
madhi “dzahaba” yang berarti “pergi”. Sementara menurut Huzaemah
Tahido Yanggo bisa juga berarti al-ra’yu yang artinya “pendapat”.
Sedangkan secara terminologis pengertian mazhab menurut Huzaemah
adalah pokok pikiran atau dasar yang digunakan oleh imam mujtahid dalam
memecahkan masalah, atau mengistinbathkan hukum Islam. Selanjutnya
imam mazhab dan mazhab itu berkembang pengertiannya menjadi
20 Sayyid Sabiq, Fiqh al-Sunnah, (Kairo: Maktabah Dar al-Turats, 1390 H/ 1970 M), juz. 3,
hal. 287.
21 WJS. Poerwadarmita. Kamus Umum Bahasa Indonesia. (Jakarta: PT. Balai Pustaka:
1982), hal. 1036. Lihat juga Tim Redaksi Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Kamus Besar
Bahasa Indonesia, (Jakarta Balai Pustaka, 1990), hal. 965.
22 Tim Redaksi Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Kamus Besar Bahasa Indonesia,
(Jakarta Balai Pustaka, 1990), hal. 755.
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kelompok umat Islam yang mengikuti cara istinbath imam mujtahid tertentu
atau mengikuti pendapat imam mujtahid tentang masalah hukum Islam. Jadi
bisa disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan mazhab meliputi dua
pengertian, yaitu; pertama, jalan pikiran atau metode yang ditempuh seorang
imam mujtahid dalam menetapkan hukum suatu peristiwa berdasarkan
kepada al-Qur’an dan hadis. Kedua, fatwa atau pendapat seorang imam
mujtahid tentang hukum suatu peristiwa yang diambil dari al-Qur’an dan
hadis.23
Dari kata per kata yang telah dijelaskan di atas dapat dipahami bahwa yang
penulis maksud dari judul penelitian ini adalah membandingkan secara frontal
antara pendapat Imam Abu Hanifah dengan Imam Syafi’i tentang kedudukan
kesaksian wanita dalam pernikahan.
D. Landasan Teori
Menurut Wahbah al-Zuhaili dalam bukunya al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu
bahwa “Kesaksian (al-syahadah)” secara etimologi berarti informasi yang pasti
(khabarun qathi’un), sedangkan secara syar’i bermakna “Informasi yang
diberikan oleh orang yang jujur untuk membuktikan kebenaran dengan lafal
kesaksian di dalam majelis persidangan.”24
23 Huzaemah Tahido Yanggo, Pengantar Perbandingan Mazhab, (Jakarta: Ciputat Press,
2002), hal. 11.
24 Wahbah al-Zuhaili, al-Fiqh al-Islam wa Adillatuhu, (Beirut: Dar al- Fikr 1418 H/ 1998
M), j. 5, hal. 6591.
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Kesaksian dalam buku “Tafsir Wanita” karangan Kamil Muhammad
‘Uwaidah, kesaksian (al-syahadah) berarti “berita pasti.” Musyahadah artinya
sesuatu yang nyata, karena saksi adalah orang yang menyaksikan sesuatu yang
orang lain tidak mengetahuinya. Dikatakan juga bahwa kesaksian berarti
seseorang yang memberitahukan secara benar atas apa-apa yang dilihat dan
didengarnya.25
Dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana Pasal 1 butir 26
menagatakan bahwa “Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna
kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana
yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri.26
Penulis menyimpulkan kesaksian adalah merupakan laporan atau pernyataan
yang disampaikan secara pasti dan fakta dari seseorang atas suatu kejadian atau
perbuatan yang telah dialami, didengarkan, dilihat, bahkan merasakan sendiri
kebenarannya atas suatu perkara.
Sekilas diketahui bahwa sejak berabad-abad silam perempuan sering
menghadapi perlakuan kasar dari generasi ke generasi. Perempuan sering
dijadikan sebagai objek sasaran eksploitasi seksual, sering diperjualbelikan atau
menjual diri sebagai gundik.
Pada peradaban Yunani misalnya, tidak banyak membicarakan hak dan
kewajiban perempuan. Di kalangan elite mereka, perempuan ditempatkan
(disekap) dalam istana. Di kalangan bawah, nasib perempuan sangat
25 Kamil Muhammad ‘Uwaidah, Tafsir Wanita, Terj. Muhammad Fatih, (Jakarta: Pustaka
al-Kautsar, 2004), hal. 603.
26 Tim, KUHP dan KUHAP, (Jakarta: Rineka Cipta, 2004), hal. 233.
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menyedihkan. Perempuan tidak dianggap sebagai manusia yang utuh dengan
segala hak kemanusiaannya. Perempuan bagi mereka tidak lain sebagai benda
untuk mengurus rumah. Mereka tidak memiliki hak-hak sipil, apalagi hak waris.
Mereka juga tidak mempunyai hak untuk berbicara dan memiliki. Bahkan pada
puncak peradabannya, perempuan diberi kebebasan sedemikian rupa untuk
memenuhi kebutuhan dan selera laki-laki. Hubungan seksual yang bebas tidak
dianggap melanggar kesopanan, tempat-tempat pelacuran menjadi pusat kegiatan
politik, sastra dan seni. Dengan demikian tampak bahwa peranan mereka pada
saat itu hanya sebagai objek untuk melampiaskan kebutuhan seksual laki-laki.27
Pada masyarakat Arab pra Islam kondisi seperti ini masih ditemukan. Hal
ini terlihat sebagaimana yang digambarkan di dalam al-Qur’an bahwa muka
mereka akan merah padam bila mendapatkan anak perempuan. Di mana mereka
tidak segan-segan untuk menguburnya hidup-hidup.



Artinya:
Dan apabila seseorang dari mereka diberi kabar dengan (kelahiran) anak
perempuan, hitamlah (merah padamlah) mukanya, dan dia sangat marah.
(Q.S. al-Nahl [16]: 58).
Dengan demikian dapat diketahui bahwa di masa dahulu, dapat dikatakan
hampir tidak ada hak dan perlindungan hukum yang diberikan kepada kaum
perempuan. Mereka dianggap sebagi makhluk kelas rendah atau kelas dua. Dan
perlu diingat bahwa lemahnya wanita pada saat itu adalah karena faktor budaya.
Hal ini juga terkait dengan sabda Nabi:
27 Asma Barlas, Believing Women in Islam, (London: Oxford University, 2003), hal. 132.
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 َع ْن َأ ِْبي َس ِع ْي ِد ُْلخا ْد ِر ْي َر ِض َي ُاللها َع ْن ُه : َع ِن َّنلا ِبي َص َلى ُاللها َع َل ْي ِه َو َس َّل َم َق َلا:
 َأ َل ْي َس َش َه َدا ُة ْلا َم ْر َأ ِة ِم ْث ُل ِن ْص ِف َش َه َدا ِة ِّرلا َج ِل . ـُق ْل َن ـَب َلى َق َلا, َف َذ ِل َك ِم ْن
 ـُن ْق َص ِنا َع ْق ِل َها28.
Artinya:
Dari Abu Sa’id al-Khudri, Rasulullah Saw bersabda: “Bukankah kesaksian
seorang wanita itu setengah dari kesaksian seorang laki-laki?” Para sahabat
wanita menjawab: “Ya, yang demikian itu karena (wanita) kekurangan pada
akalnya,” (H.R. Bukhari).
Dalam kasus pidana perzinaan misalanya, ulama bersepakat bahwa masalah
tersebut hanya dapat ditetapkan minimal dengan kesaksian empat orang laki-laki
yang merdeka, adil, dan beragama Islam. Sementara dalam masalah yang tidak
diketahui kecuali oleh kaum perempuan, kesaksian kaum perempuan saja dapat
diterima tanpa harus bersama kesaksian kaum laki-laki. Namun mengenai batas-
batas masalah yang dimaksud ulama berbeda pendapat. Menurut ulama Hanafi,
kesaksian kaum perempuan saja dapat diterima dalam masalah kelahiran,
keperawanan, dan cacat yang dimiliki kaum perempuan, tetapi dalam masalah
penyusuan, dan tangis bayi pada saat kelahiran dalam hubungannya untuk
mendapat warisan, kesaksian kaum perempuan saja tidak diterima. Sedangkan
menurut ulama Maliki, Syafi’i, dan Hanbali, kesaksian perempuan saja dapat
diterima dalam masalah yang tidak diketahui oleh kaum laki-laki secara umum
seperti keperawanan, kegadisan, kelahiran, haidh, penyusuan, tangis bayi pada
saat kelahiran, dan cacat yang dimiliki kaum perempuan dibalik pakaian.29
28 Muhammad ibn Ismail Abu Abdillah al-Bukhari al-Ja’fi, Shahih Bukhari, (Beirut: Dar
Ibn Katsir, 1407 H/ 1987 M), j. 2, hal. 941
29 Abdurahman al-Jaziri, al-Fiqh ‘Ala Mazahib al-‘Arba’ah, (Beirut: Dar al-Fiqh, 1405 H/
1985 M), j. 2, hal. 176.
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Dalam hal kesaksian kaum perempuan saja, ulama berbeda pendapat
mengenai jumlah saksi perempuan tersebut. Ulama Hanafi dan Hanbali
berpendapat kesaksian seorang perempuan saja yang adil dapat diterima.
Sementara ulama Maliki mensyaratkan dua orang saksi perempuan. Sedangkan
ulama Syafi’i berpendapat minimal empat orang saksi perempuan.30
Alasan yang dijadikan dasar bahwa kesaksian perempuan memiliki nilai
separoh dari kesaksian seorang laki-laki adalah karena kaum perempuan dianggap
sering lupa, cenderung merasa belas kasih, dan keterbatasan peran perempuan
dalam berbagai urusan sebagaimana teks hadis Nabi di atas. Oleh sebab itu, dalam
penelitian ini akan diteliti mengenai kecakapan atau kompetensi kesaksian
perempuan dalam perdata, khususnya dalam pernikahan.
Mengenai eksistensi saksi dalam pernikahan, mayoritas ulama
mensyaratkan adanya dua orang saksi laki-laki yang adil untuk sahnya nikah.
Menurut mereka, tidak sah nikah jika saksinya wanita. Sama saja apakah
persaksian empat orang wanita atau satu orang laki-laki dan dua orang wanita.
Pendapat ini berdasarkan sabda Nabi Saw: “Tidak ada nikah kecuali dengan
adanya waki dan dua orang saksi yang adil.” (HR. Al-Baihaqi).
Berbeda dengan pendapat mayoritas, Imam Malik berpendapat hanya wajib
mengumumkan pernikahan, bukan persaksian. Jika pernikahan sudah diumumkan
maka nikahnya sah, baik ada saksi atau tidak. Mereka menghukumi dhaif-nya
hadis-hadis yang menjelaskan syarat dua orang saksi dalam pernikahan.
Berdasarkan pendapat ini, jika sudah diumumkan adanya pernikahan maka sudah
30 Ibid, hal. 179.
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dianggap sah.31 Pendapat ini dipilih oleh Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah, dan di
antara ulama kontemporer yang memilih pendapat ini adalah Syeikh Utsaimin.
Mengenai jenis kelamin saksi dalam pernikahan, mazhab Syafi’i dan
Hanbali berpendapat bahwa perkawinan harus dengan dua saksi laki-laki, Muslim,
adil, dan tidak boleh fasik. Syafi’iyyah dan Hanabilah mensyariatkan laki-laki
yang menjadi saksi.32 Ibnu Qudamah dalam al-Mughni (ulama mazhab Hanbali)
berkata bahwa tidak sah nikah dengan persaksian satu orang laki-laki dan dua
orang perempuan. Ini merupakan pendapat al-Nakha’i, al-Auza’i dan al-Syafi’i.33
Al-Zuhri mengatakan bahwa telah ada keterangan dari sunnah Rasulullah bahwa
tidak diperbolehkan persaksian wanita dalam masalah hudud, nikah, dan thalaq.34
Mazhab Hanafiyah berpendapat bahwa sahnya pernikahan dengan persaksian satu
orang laki-laki dan dua orang perempuan.35
E. Penelitian Terdahulu yang Relevan
Berdasarkan penelusuran terhadap penelitian yang terkait dengan kesaksian
wanita dan yang bertemakan isu jender adalah sebagai berikut:
31 Abu al-Abbas Taqiuddin Ahmad bin Abdus Salam bin Abdullah bin Taimiyah al-
Harrani, Majmu’ Fatawa ibn Taimiyah, (Kairo: Dar al-Wafa’ 1401 H/ 1981 M), j. 23, hal. 127.
32 Muhammad ‘Abdurrahman ibn ‘Abdurrahi al-Mubarakfuri Abu al-‘Ula, Tuhfah al-
Ahwadzi, (Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1404 H/ 1984 M), juz. 3, hal. 237. Lihat juga Sayyid
Sabiq, Fiqh al-Sunnah, (Kairo: Maktabah Dar al-Turats, 1390 H/ 1970 M), juz. 3, hal. 669.
33 Abu Abdillah Muhammad ibn Ahmad ibn Qudamah, al-Mughni, (Riyadh: Dar ‘Alam al-
Kutub, 1404 H/ 1984 M), j. 3, hal. 164.
34 Abu Ubaid al-Qasim ibn al-Salam al-Harawi, al-Amwal, (Beirut: Dar al-Fikr, t.th), hal.
321.
35 Muhammad Jawwad Mughniyah, Fiqh ‘ala Madzahib al-Khamsah, (Beirut: Dar al-Fikr,
1405 H/ 1985 M), juz. 3, hal. 313.
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1. Kedudukan Saksi Wanita sebagai Alat Bukti dalam Perspektif Hukum
Islam, oleh Zainal Abidin, tesis S2 konsentrasi hukum Islam Universitas
Islam Bandung (UNISBA), tahun 2007. Dalam tesis ini penulis membahas
tentang kedudukan wanita sebagai saksi dalam memberikan bukti dalam
tindak pidana dan perdata menurut tinjauan hukum Islam. Kesimpulan
peneliti adalah, untuk kasus pidana tidak ada ruang bagi kesaksian wanita,
artinya kesaksian wanita tidak dianggap. Sedangkan untuk kasus perdata,
ada yang dibolehkan dengan kesaksian wanita dan ada yang tidak.36
2. Studi Analisis Pendapat Ibnu Qayyim al-Jauziyah tentang Saksi Satu Orang
Perempuan dalam Perkara Susuan, oleh Siti Mustaqfiroh, tesis konsentrasi
hukum Islam IAIN Walisongo Semarang, tahun 2008. Dalam tesis ini
peneliti membahas tentang kedudukan kesaksian seorang perempuan dalam
kasus susuan. Kesimpulan peneliti, bahwa Menurut Ibnu Qayyim al-
Jauziyah, seorang wanita dapat dijadikan saksi dalam perkara susuan,
karena hal itu menyangkut peristiwa yang hanya dapat dilihat, dialami dan
dirasakan wanita. Seorang wanita asalkan diketahui bahwa ia wanita yang
bukan tergolong pendusta maka keterangannya dapat diterima. Berbeda
halnya jika wanita tersebut sebagai orang yang kurang baik dalam arti
diketahui sering berdusta maka hal itu harus dikuatkan oleh bukti lain.
Sedangkan pendapatnya hanya layak dijadikan sebagai bukti tambahan atau
pelengkap. Metode istinbath hukum Ibnu Qayyim al-Jauziyah tentang saksi
36 Lihat Zainal Abidin “Kedudukan Saksi Wanita sebagai Alat Bukti dalam Perspektif
Hukum Islam,” tesis S2 konsentrasi hukum Islam Universitas Islam Bandung (UNISBA), 2007,
hal 197.
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satu orang perempuan dalam perkara susuan adalah mendasarkan pada dua
hadis. Hadis pertama yaitu dari ‘Ali ibn Hujrin dari Ismail ibn Ibrahim dari
Ayyub dari Abdillah ibn Abi Mulaikah dari Ubaid ibn Abi Maryam dari
Uqbah ibn al-Harist dari Ibnu Abbas dari riwayat Tirmudzi. Hadis kedua
yaitu dari Muhammad ibn Muqatil Abu al-Hasan dari Abdullah dari Umar
ibn Said ibn Abi Husain dari Abdullah ibn Abi Mulaikah dari ‘Uqbah ibn al-
Harits dari riwayat Bukhari. Selain itu ia mendasarkan pula pada qiyas.37
3. Perempuan Tertindas; Kajian Hadis-hadis Misoginis, yang diterbitkan oleh
Elsaq Press, Yogyakarta, tahun 2003. Buku ini merupakan kumpulan
tulisan-tulisan dari beberapa orang kontributor, yang dieditori oleh Hamim
Ilyas. Buku ini membahas tentang hadis-hadis yang terkesan misoginis dari
semua tema masalah yang ada termasuk tentang kesaksian wanita.38
4. Teologi Pembebasan (Pemikiran tentang Jender dalam Islam), oleh Elva
Zahuri, tesis konsentrasi Perkembangan Modern dalam Islam Program
Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, tahun
2002. Kesimpulan peneliti adalah bahwa Islam menghormati perempuan
dengan penghormatan yang sangat luhur, mengangkat martabatnya dari
sumber keburukan dan kehinaan kepada kedudukan yang terhormat dan
mulia. Islam telah menempatkan perempuan pada kedudukan yang tiada
37 Lihat Siti Mustaqfiroh, “Studi Analisis Pendapat Ibnu Qayyim al-Jauziyah tentang Saksi
Satu Orang Perempuan dalam Perkara Susuan,” tesis konsentrasi hukum Islam IAIN Walisongo
Semarang, 2008, hal. 204.
38 Lihat Hamim Ilyas (ed), Perempuan Tertindas; Kajian Hadis-hadis Misoginis,
(Yogyakarta, Elsaq Press, 2003).
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tara, sehingga dinyatakan surga di bawah kaki ibu. Peran yang terkesan
diskriminatif tersebut justru merupakan bentuk keadilan menurut Islam.39
5. Hadis-hadis Misoginis dalam kitab Shahih Bukhari (Studi terhadap Kualitas
Hadis dan Pemahaman Fiqihnya), oleh Erman, tesis konsentrasi Hukum
Islam, Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim
Riau, tahun 2002. Kesimpulan peneliti adalah bahwa secara normatif hadis-
hadis yang menjadi penelitian penulis tentang perempuan sama sekali tidak
mengandung unsur misogenik. Hadis-hadis tersebut harus dipahami secara
kontekstual dalam tataran metaforis. Pemahaman secara metaforis terhadap
hadis yang telah disebutkan sebelumnya dengan jelas memberikan batasan
antara laki-laki dan perempuan dengan menyebutkan sifat, karakter, dan
kecenderungan yang berbeda. Perbedaan sifat-sifat dan karakter perempuan
dari sifat dan karakter laki-laki jelas ada sebabnya. Paling tidak, perbedaan
hormonal mendorong perbedaan sifat, karakter, dan kecenderungan antara
laki-laki dan perempuan. Kesamaan antara laki-laki dan perempuan harus
dilihat sebagai tanggung jawab ‘ubudiyah hamba Tuhan yang hakikatnya
adalah satu meskipun jika dilihat secara hormonal tentu berbeda. Perbedaan
hormonal itu berimplikasi pada beberapa perbedaan dalam kehidupan sosial
kemasyarakatan. Adapun yang menjadi jalan kompromisnya adalah
pengakuan equality of disquality. Tetapi secara historis bisa saja hadis-hadis
ini dipahami lepas dari konteksnya, sehingga terkesan melecehkan
39 Lihat Elva Zahuri, “Teologi Pembebasan (Pemikiran tentang Jender dalam Islam),” tesis
konsentrasi Perkembangan Modern dalam Islam Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri
Sultan Syarif Kasim Riau, 2002, hal. 198.
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perempuan atau memojokkan kaum perempuan yang diidentikkan dengan
kebengkokan, kesialan, sumber fitnah, tidak mampu memimpin, dan tidak
setara dengan suami.40
6. Kedudukan Saksi Perempuan dalam Perbuatan Zina (Analisa Komparatif
Pemikiran Imam Syafi’i dan Ibn Hazm), oleh Yuli Susanti, tesis konsentrasi
syariah Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim
Riau, tahun 2011. Kesimpulan peneliti adalah, ditinjau dari urgensi
kesaksian perempuan dalam zina di tengah kondisi zaman yang perbuatan
zina begitu banyak terjadi, maka prinsip Ibn Hazm menerima kesaksian
perempuan dalam zina dapat dijadikan alternatif untuk memudahkan
pembuktian zina sehingga diharapkan dapat mengurangi tindak amoral.
Tetapi kesaksian dalam zina ini lebih diutamakan untuk menerima kesaksian
laki-laki sebagaimana pendapat Imam Syafi’i.  Hal ini untuk kehati-hatian
karena akibat dari kesaksian zina bisa menimbulkan had zina. Namun jika
perzinaan itu terjadi di tempat yang khusus untuk perempuan dan tidak ada
laki-laki, maka jika kesaksian perempuan dapat diterima, karena jika
kesaksian perempuan tidak diterima, maka akan sulit untuk melakuan
pembuktian hukum tentang perzinaan dan ada hak-hak yang tidak dapat
dilaksanakan.41
40 Lihat Erman, “Hadis-hadis Misoginis dalam kitab Shahih Bukhari (Studi terhadap
Kualitas Hadis dan Pemahaman Fiqihnya),” tesis konsentrasi Hukum Islam, Program Pascasarjana
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2002, hal. 198.
41 Yuli Susanti, “Kedudukan Saksi Perempuan dalam Perbuatan Zina (Analisa Komparatif
Pemikiran Imam Syafi’i dan Ibn Hazm),” tesis konsentrasi syariah Program Pascasarjana
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, tahun 2011, hal. 186.
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7. Konsep Jender Syeikh Nawawi al-Bantani (‘Uqu al-Lujain fi Bayan Huquq
al-Zaujain), oleh Tasriani, tesis konsentrasi Perkembangan Islam Regional
Asia Tenggara, Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan
Syarif Kasim Riau, tahun 2003. Kesimpulan dari penulis adalah bahwa
konsep jender Syeikh Nawawi al-Bantani adalah berusaha membangun
elemen-elemen dalam rumah tangga agar berfungsi sebagaimana mestinya.
Seorang istri hendaknya berperan sebagai ibu rumah tangga. Oleh karena itu
Nawawi mengklasifikasi tugas dan peran masing-masing. Fenomena ini
berdasarkan teori gender fungsi struktural yaitu teori yang mengharapkan
sistem-sistem yang terdapat di masyarakat senantiasa berjalan dan
terpelihara dengan baik. Nawawi menjadikan komunikasi antara suami istri
sebagai salah satu alat untuk menjaga keharmonisan dan stabilitas
keluarga.42
8. Pemikiran Imam al-Sarakhsi tentang Kedudukan Perempuan dalam Hukum
Perkawinan, oleh Syamsul Hilal, tesis konsentrasi Hukum Islam Program
Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, tahun
2001. Kesimpulan peneliti adalah bahwa dalam kajian hukum keluarga,
khususnya tentang hukum perkawinan, Imam Sarakhsi memberikan
kontribusi yang cukup besar bagi emansipasi wanita dalam hak-hak
hukumnya. Dengan teorinya “Perempuan baligh dan cerdas” dianggap
cakap bertindak bagi hukum privat (perdata) atau publik, tanpa harus
tergantung kepada kurator (orang yang melakukan tindakan hukum atas
42 Tasriani, Konsep Jender Syeikh Nawawi al-Bantani (‘Uqu al-Lujain fi Bayan Huquq al-
Zaujain), tesis konsentrasi Perkembangan Islam Regional Asia Tenggara, Program Pascasarjana
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2003, hal. 152.
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nama orang lain karena di bawah perwaliannya) adalah merupakan
pemberdayaan kaum perempuan di sektor hukum dan menciptakan
paradigma pemikiran hukum Islam baru tentang persamaan hak dan
kedudukan di depan hukum dan menghilangkan citra marginalisasi
perempuan di sektor hukum, meskipun secara konseptual teologis bahwa
konsep equal before the God law telah disyaratkan, tapi kenyataannya pada
tataran common law masih terdapa sedikit banyak kesenjangan antara laki-
laki dan perempuan.43
Demikianlah paparan tentang judul penelitian beserta kesimpulan umum
dari masing-masing peneliti. Adapun distingsi penelitian ini dengan penelitian-
penelitian sebelumnya adalah, pertama, dari segi tokoh mazhab, yaitu antara
mazhab Hanafi dan Syafi’i. Kedua, dari segi objeknya, yaitu kompetensi
perempuan sebagai saksi dalam pernikahan. Penelitian yang ada di atas tidak
satupun yang sama judulnya dengan judul yang akan penulis teliti.
F. Tujuan Penelitian
Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:
1. Untuk mengetahui kedudukan kesaksian wanita dalam pernikahan menurut
mazhab Hanafi dan Syafi’i.
43 Syamsul Hilal, “Pemikiran Imam al-Sarakhsi tentang Kedudukan Perempuan dalam
Hukum Perkawinan,” tesis konsentrasi Hukum Islam Program Pascasarjana Universitas Islam
Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2001, hal 169.
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2. Untuk mengetahui pendapat yang lebih kuat (rajih) di antara kedua
pendapat tersebut.
G. Manfaat Penelitian
Adapaun manfaat penelitian ini di antaranya adalah:
1. Untuk memenuhi tugas akhir sebagai syarat memperoleh gelar megister
dalam bidang hukum Islam (M. Sy).
2. Untuk memperkaya literatur khazanah pemikiran keislaman.
3. Sebagai bentuk kontribusi dalam kajian fiqih, khususnya dalam hal
komparasi pemikiran antar mazhab.
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H. Metodelogi Penelitian
1. Jenis Penelitian
Jenis penelitian yang digunakan bersifat kepustakaan (library
research),44 yang menggunakan sumber-sumber kepustakaan untuk
membahas masalah-masalah yang telah dirumuskan. Metode ini dimulai
dengan mengumpulkan data primer untuk digunakan sebagai landasan dari
penelitian ini yang kemudian dengan menggunakan data-data lain yang
bersumber dari data sekunder yang berkaitan dengan tema penulisan ini,
karena berdasarkan bidang kajiannya, jenis penelitian ini adalah penelitian
hukum yang bersifat normatif.
Data-data yang dihimpun terdiri atas bahan-bahan tertulis yang telah
dipublikasikan dalam bentuk buku, majalah, hasil penelitian, dan internet,
yang berkaitan langsung maupun tidak langsung dengan penelitian ini.
Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan normatif yang
terimplementasi pada buku-buku atau kitab-kitab turats dan buku-buku yang
terkait masalah jender. Selain itu penulis juga menggunakan pendekatan
interpretasi, yakni menyelami karya-karya ulama-ulama terdahulu guna
menangkap nuansa makna dan pengertian yang dimaksud sehingga tercapai
44 Penelitian kepustakaan (library research) adalah serangkaian kegiatan penelitian yang
berkaitan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat serta mengolah
bahan penelitian. Lihat Noeng Muhadjir, Metode Penelitian Kualitatif, (Jakarta: Rake Sarasin,
1998), hal. 51. Lihat juga Mestika Zed, Metode Penelitian Kepustakaan, (Jakarta: Yayasan Obor
Indonesia, 2004), hal. 3.
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suatu pemahaman yang benar,45 dengan menggunakan pola induktif-deduktif
sebagai metode analisis data.46
2. Teknik Pengumpulan Data
Untuk menghasilkan data yang dibutuhkan dalam penelitian ini, maka
penulis akan menggunakan teknik pengumpulan data penelitian dokumentasi,
yaitu teknik pengumpulan data yang digunakan untuk mengumpulkan data
berupa pemikiran-pemikiran atau konsep-konsep, yang dalam hal ini
bersumber dari sumber primer dan sekunder yang terkait dengan masalah
yang dibahas. Penelitian ini akan menghasilkan data yang bersifat deskriptif,
yang hasilnya akan disajikan dalam bentuk kualitatif.47 Oleh karena itu,
penelitian ini bersifat kualitatif yang menekankan pada penggalian nilai yang
terkandung pada ketentuan normatif fiqih tentang masalah yang dibahas
tersebut.
45 Sudarto, Metodologi Penelitian Filsafat, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996), hal.
42.
46 Logika atau penalaran secara umum dibagi dua macam, yaitu deduktif dan induktif.
Deduktif adalah menggunakan statemen atau asumsi yang bersifat umum untuk ditarik pada kasus
yang bersifat khusus. Sedangkan induktif adalah menarik kesimpulan yang bersifat umum dari
kasus yang bersifat khusus. Lihat Bergan Evans dan Cornelia Evans, A Dictionary of
Contemporary American Usege, (New York: Randon House, 1957), hal. 242.
47 Sebagaimana yang dikutip oleh Lexy J. Moleong dari Bogdan dan Taylor- kualitatif
yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan
dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Lihat Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian
Kualitatif, (Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 2004), hal. 3. Adapun penggunaan metode
kualitatif dalam penelitian ini didasari atas pertimbangan sebagai berikut: [1] Pemahaman dan
pengalaman atas nilai-nilai agama sulit diukur secara kuantitatif. [2] Data yang dikumpulkan
sebagian besar berupa kata-kata yang tertulis yang berhubugan dengan pemahaman serta
pengamalan nilai-nilai agama. [3] Metode ini dapat digunakan untuk memahami pelbagai keadaan,
pemahaman, dan sifat individu secara holistik. [4] Metode kualitatif memungkinkan untuk
memahami tokoh secara personal dan memandang dia sebagaimana dia sendiri mengungkapkan
pandangannya serta memungkinkan menangkap pengalamannya dalam kehidupan dalam
lingkungannya. [5] Metode ini memungkinkan penulis melakukan verifikasi dan eksplanasi secara
mendalam serta mencatatnya ketika menemukan masalah baru dari obyek penelitian yang secara
teoritik dinilai menyimpang dari apa yang seharusnya.
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3. Sumber Data
Secara umum ada dua sumber data yang digunakan, yaitu primer48 dan
sekunder49:
a. Data primer, yaitu buku-buku yang fiqih yang tulis oleh ulama fiqih,
baik oleh ulama klasik maupun ulama kontemporer, seperti; I’anah al-
Thalibin karya Abu Bakar Muhammad Syatha al-Dimyathi, Kifayah al-
Akhyar karya Taqiyuddin Abi Bakar ibn Muhammad al-Husaini, al-
Mughni karya Ibnu Qudamah al-Maqdisi, Fiqh al-Islami wa Adillatuhu
karya Wahbah al-Zuhaili, Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-
Muqtashid karya Ibnu Rusyd, A’lam al-Muwaqqi‘in ‘an Rabb al-
‘Alamin karya Ibnu Qayyim al-Jauziyah, dan lain-lain. Sedangkan buku
terkait isu-isu jender di antaranya adalah: Believing Women in Islam
karya Asma Barlas, The Struggle of Muslim Women karya Kaukab
Siddieque, Feminism and Islamic Fundamentalis The Limits of
Postmodern Analysis karya Haideh Moghissi, Argumen Kesetaraan
Jender Perspektif al-Qur’an karya Nasaruddin Umar, Wajah Baru
Relasi Suami-Istri; Telaah Kitab ‘Uqud al-Lujjain disusun oleh Tim
Forum Kajian Kitab Kuning, Perempuan Tertindas; Kajian Hadis-
hadis Misoginis yang dieditori oleh Hamim Ilyas, Speaking in God’s
Name karya Khaled Abou el-Fadl, dan lain-lain.
48 Data primer adalah data yang langsung dari subjek penelitian. Lihat Saifuddin Azwar,
Metode Penelitian, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), hal. 91. Lihat juga Rianto Adi, Metode
Penelitian Sosial dan Hukum, (Jakarta: Granit, 2004), hal. 57.
49 Data sekunder adalah data yang erat hubungannya dengan data primer dan dapat
dipergunakan untuk membantu menganalisis dan memahami data primer. Lihat Saifuddin Azwar,
Metode Penelitian, hal. 92. Lihat juga Rianto, Metode Penelitian Sosial dan Hukum, hal. 57.
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b. Data sekunder, yaitu buku-buku yang memiliki korelasi dan relevansi
dengan judul penelitian. Penulis juga memperkaya dengan pelbagai
tulisan ilmiah, laporan-laporan  jurnalistik  (media  massa).
4. Teknik Analisis Data
Dalam penelitian ini digunakan metode analisis50 normatif sosiologis.
Data dideskripsikan berupa pernyataan verbal. Analisis data deskriptif ini
dimaksudkan untuk menjelaskan kembali konsep-konsep yang telah disusun
oleh ulama klasik terkait dengan kompetensi perempuan sebagai saksi dalam
pernikahan.
Data primer dan sekunder yang terkumpul diklasifikasi dan dianalisis
sesuai dengan sub bahasan masing-masing dan dibahas dengan memberikan
penafsiran dan komentar terhadap gagasan yang diteliti.
I. Teknik Penulisan
Penulisan tesis ini mengacu pada Buku Panduan Penulisan Tesis dan
Disertasi Program Pascasarjana yang diterbitkan oleh Program Pascasarjana
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, tahun 2012 dan Kamus Besar
Bahasa Indonesia (KBBI) yang diterbitkan oleh Departemen Pendidikan dan
Kebudayaan RI, tahun 1999. Adapun untuk transliterasi Bahasa Arab ke Bahasa
Indonesia berpedoman kepada Surat Keputusan Menteri Agama dan Pendidikan
50Analisis data merupakan merupakan proses penyusunan, pengategorian data, dan
pencarian pola atau tema dengan maksud untuk memahami maknanya. Lihat Lihat Lexy J.
Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 2004), hal. hal.
5.
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dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 158 tahun 1987 dan Nomor
0543/U11987.51
J. Sistematika Penulisan
Bab pertama, berupa pendahuluan, yang di dalamnya membahas latar
belakang, identifikasi, pembatasan, dan perumusan masalah. Selain itu juga
memuat penegasan istilah, tujuan dan manfaat penelitian, penelitian terdahulu
yang relevan, metodologi penelitian, dan sistematika penulisan. Bab pertama ini
merupakan bentuk kerangka pikir dan kerangka kerja yang akan dilaksanakan
dalam menyelesaikan penelitian ini.
Bab kedua, biografi Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi’i. Kegunaan bab
ini adalah untuk mengenal objek tokoh dalam penelitian ini.
Bab ketiga, tinjauan umum tentang nikah menurut hukum Islam, yang
meliputi pengertian nikah, dasar hukum dan hikmah pernikahan, serta syarat dan
rukun nikah. Kegunaan bab ini adalah untuk merefleksi hal-hal yang terkait
dengan pernikahan.
Bab keempat, kedudukan saksi wanita dalam pernikahan, yang meliputi
kesaksian wanita dalam pernikahan menurut Imam Abu Hanifah dan Imam
Syafi’i. Bab ini merupakan bab inti yang akan dibahas dalam penelitian ini.
Bab kelima, berisi penutup yang mencakup kesimpulan dan rekomendasi.
Dalam bab ini akan disimpulkan temuan-temuan dari penelitian tentang judul tesis
51 Lihat Buku Panduan Penulisan Tesis dan Disertasi Program Pascasarjana, (Pekanbaru:
Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2012), hal. 31.
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ini yang akan dikemas dengan bahasa yang singkat dan padat. Selanjutnya akan
dilengkapi dengan rekomendasi.
